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MESKI sudah ada larangan
tentang pungutan Sumbangan
Pihak (SP) Ketiga terhadap
penumpang di Bandara
Mutiara, namun kenyataannya
pungutan tersebut masih saja
terus dilakukan.

Setiap penumpang yang
hendak masuk ke ruang tunggu
(waiting room), masih saja
diwajibkan untuk membayar
pungutan. Sepertinya petugas
yang Dbertugas menarik
pungutan itu, samasekali tidak
mengetahui kalau pungutan
yang ditarik sudah tidak
dibenarkan lagi. Sebagaimana
yang diamanatkan oleh BPK
RI Perwakilan Sulteng sebagai
laporan hasil pemeriksaan
terhadap LKPj Walikota Palu
2010.

Amatan media ini Kamis
kemarin (9/6), petugas masih
saja menarik pungutan tersebut
dengan menyerahkan bukti
karcis  penarikan yang
berwarna merah muda. Dalam
lembaran merah muda itu
tertera besaran pungutan
sebesar RpS5 ribu yang
dilengkapi dengan dasar
pungutan yakni Perda Nomor
17 Tahun 2002. Petugas yang
menarik mengaku tidak tahu
soal larangan pungutan
tersebut. Ketika ditanya soal itu
dia hanya mengakui kalau
pungutan masih berlaku.

“lya masih kami lakukan
pungutan. Saya hanya anak
buah. Saya hanya jalankan
tugas. Tidak tahu apakah
dilarang atau tidak,” ujar
petugas perempuan itu sambil
terus melakukan penarikan.

Seperti diberitakan
sebelumnya selain BPK RI
Sulteng yang menyatakan

pungutan itu menyimpang dari
aturan yang mengatur,
kalangan DPRD Kota pun
sudah menetapkan larangan
pungutan yang sama. Sewaktu
pembahasan APBD 2011.
Artinya pungutan tersebut
sudah tidak lagi dimasukkan
sebagai sumber penerimaan
PAD 2011.

Lantas kalau pungutan itu
terus dilakukan berarti perlu
dipertanyakan kemana arah
aliran  hasil  pungutan
sumbangan pihak ketiga itu
disetorkan, karena jelas-jelas
pungutan itu sudah dilarang
oleh BPK.

Sementara itu, Dishub
mengaku masih menunggu
perintah. Dishub Kota Palu
bersikap pasif terhadap sorotan
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Perwakilan Palu.

Kepala Bidang Perhubungan
Laut dan Udara Dishub
Kominfo Kota Palu, Elvis T
Jalaluddin, SSos tak
menanggapi sorotan BPK yang
dialamatkan ke instansinya, terkait
pungutan sumbangan pihak ketiga
(SP-3) yang dipungut dari
penumpang Bandara Mutiara
Palu. Menurut Elvis, dia sudah
membahasnya bersamaassisten I11
Pemerintah Kota Palu.

“Kita menunggu perintah
saja (dari Walikota, red) apakah
akan dilanjutkan atau tidak,”
ujar  Elvis. Elvis tak
berkomentar banyak, karena
larangan BPK memungut di
bandara, terlalu riskan jika
dikomentarinya. “Saya tidak
mau dimarah seperti anak-
anak, kalau berkomentar
salah,” ujarnya.

Elvis, mengatakan SP-3
merupakan pelimpahan ke

Dinas Perhubungan dari Dinas
Pendapatan Kota Palu sejak
2007. “Pungutan berjalan sejak
2002,” ujarnya. Pungutan itu
diatur dalam Perda Nomor 17
Tahun 2002 tentang
Sumbangan kepada
Pemerintah Kota. “Pungutan
itu ada perdanya. Soal teknis
sama pak sekretaris saja,”
ujarnya. Sementara sekretaris
Dishub pulang lebih cepat
karena diare.

Elvis, mengatakan tak
selamanya pungutan itu
berjalan normal. Atau fluktuatif
tergantung dari jumlah
penumpang. “Ada juga yang
tidak membayar misalnya
lewat pintu VIP. Kan itu tidak
dipungut,” ujarnya.

SP-3 yang masuk ke kas
PAD lumayan besar. Selama
2009, Dishub berhasil
mengumpulkan kurang lebih
Rp900 juta dari penumpang.
Sementara 2010 meningkat
menjadi lebih dari Rp1 Miliar.

Sementara itu terkait dengan
pemungutan retribusi jasa
kepelabuhanan dilakukan
berdasarkan SK Walikota
Nomor 933/732/Dishub/tahun
2007 tertanggal 30 Juli 2007
tentang pelaksanaan penagihan
penerimaan dan lain-lain dari
jasa kepelabuhanan di Kota
Palu. Besarnya Rp5.000.
“Bukan Rp10ribu,” ujar Kasi
Perhubungan Laut Vonny
Kartili SH kemarin.

Vonny, mengatakan
pemungutan retribusi akan
menggunakan acuan surat dari
direktorat jenderal perhubungan
laut Kemenhub. “Sckaran ini
suratnya sudah diambil. *
akan dibuatkan Perdanya
Vonny. (mda/bar)










